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BUPATI JEMBER
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI JEMBER
NOMOR :I TAHUN 2021

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL

KABUPATEN JEMBER

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JEMBER,

Menimbang a. bahwa untuk mewujudkan or
fungsi, tepat proses dan
struktur tugas, fun .

b. bahwa dalam gka

c. sebagaimana dimaksud dalam
menetapkan Peraturan Bupatitentang

Sus n Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata
ependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten

ndang-UndangNomor12Tahun20 11tentangPembentukan Peraturan
Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik
IndonesiaNomor 5234), sebagaimana telah diubah dengan Undang-
Undang Noomr 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara
Republik IndonesiaNomor 6398);

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik IndonesiaNomor 5494);

3. Undang-UndangNomor23Tahun2014tentangPemerintahanDaerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014Nomor 244,
Tambahan Lembaran NegaraRepublik Indonesia Nomor 5587),
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72



Menetapkan

Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016
Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6402);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan
Pengawasan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6041);

6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 201 .

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2 Tentang
Pedoman Nomenklatur Perangkat daerah 1 dan Daerah
Kabupaten /Kota Yang Melaksanakan Penunjang
Penyelenggaraan Urusan Pemerin tah

9. Peraturan Menteri Dalam Ne 1 N
Pembinaan Dan Pengen

10. Peraturan Daera
tu

t

E RAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
GANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS

KEPENDUDUKANDANPENCATATANSIPIL KABUPATENJEMBER.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasall

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :
l. Daerah adalah Kabupaten Jember.
2. Bupati adalah Bupati Jember yang menyelenggarakan urusan

pemerin tahan daerah.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Jember.
4. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang selanjutnya disebut

Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten
Jember.



5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
Sipil Kabupaten Jernber.

6. Sekretaris adalah Sekretaris pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil.

7. Kepala Bidang adalah Kepala Bidang pada Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jernber.

8. Kepala Sub Bagian adalah Kepala Sub Bagian pada Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jernber.

9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Dinas Kependudukan dan
Pencatatan Sipil Kabupaten Jernber.

10. Unit Pelaksana TeknisDaerah Dinas Kependudukan dan Pen
Sipil yang selanjutnya disingkat UPTD adalah Pela
teknis untuk rnelaksanakan sebagian ke operasional
dan/ atau kegiatan teknis penunjang Dina

11. Anggaran Pendapatan dan Bela D selanjutnya
disingkat APBD adalah APBD

erup n unsur pelaksana urusan Pernerintahan di bidang
drnini asi kependudukan dan pencatatan sipil.
. as dipirnpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati rnelalui Sekretaris Daerah.
(3) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagairnana dirnaksud

pada ayat (1) rnernpunyai tugas rnelaksanakan urusan
pernerintahan yang rnenjadi kewenangan daerah di bidang
adrninistrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

(4) Dinas dalarn rnelaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud pada ayat
(3) rnenyelenggarakan fungsi:
a. perurnusan kebijakan daerah di bidang adrninistrasi

kependudukan dan pencatatan sipil;
b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang adrninistrasi

kependudukan dan pencatatan sipil;
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang

adrninistrasi kependudukan dan pencatatan sipil;
d. pelaksanaan adrninistrasi dinas daerah di bidang adrninistrasi

dan kependudukan pencatatan sipil; dan
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait

dengan tugas dan fungsi serta tugas pernbantuan.



Bagian Kedua
Susunan Organisasi

Pasal3

(1) Susunan organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
terdiri atas :
a. Kepala Dinas;
b. Sekretariat, rnernbawahi :

1. Sub Bagian Urnurn dan Kepegawaian;
2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
3. Sub Bagian Keuangan.

c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk rnernbawahi :
1. Seksi Identitas Penduduk; dan
2. Seksi Pindah Datang dan Pendataan Penduduk;

d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil rnernbawa
1. Seksi Kelahiran dan Kernatian; dan
2. Seksi Perkawinan, Perceraian

Pewarganegaraan.
e. Bidang Pengelolaan

rnernbawahi:
1. Seksi
2

pok atan Fungsional.
ekret dipirnpin oleh Sekretaris yang berada dibawah dan

anggungjawab kepada Kepala Dinas.
Bidang dipirnpin oleh Kepala Bidang yang berada dibawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

(4) Sub Bagian dipirnpin oleh Kepala Sub Bagian yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

(5) Seksi dipirnpin oleh Kepala Seksi yang berada di bawah dan
bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB III
URAIAN TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Sekretariat

Pasa14

(1) Sekretariat rnernpunyai tugas rnerencanakan, rnelaksanakan,
rnengkoordinasikan dan rnengendalikan kegiatan adrninistrasi
urnurn, kepegawaian, perencanaan pelaporan dan keuangan
serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas .

(2) Untuk rnelaksanakan tugas sebagairnana dirnaksud pada ayat (1),
Sekretariat rnernpunyai fungsi:



a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan
dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan
dan Keuangan di lingkungan Dinas;

b. pengkoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan
administrasi umum, kepegawaian, perencanaan pelaporan
dan Keuangan di lingkungan Dinas

c. pemantauan evaluasi, pelaporan
administrasi umum, kepegawaian,
dan Keuangan di Lingkungan Dinas;

d. pengkoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan
barang milik negara yang menjadi tanggungjawab Dinas; dan

e. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

tugas dan dukungan
perencanaan pelaporan

Paragraf 1
Sub Bagian Umum dan Kepegawai

Pasa15

(1) Sub

n
s aan dmini

g m n da endistribusian surat;
ngga an naskah dinas dan pengelolaan kearsipan dinas;

iapan penyelenggaraan rapat- rapat dinas, perjalanan
dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan
lingkungan kantor serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya

d. penyiapan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
e. penyiapan dan pengkoordinasian penyusunan analisis jabatan

di lingkungan dinas
f. penyusunan rencana kebutuhan barang dan kebutuhan

pemeliharaan barang;
g. pelayanan administrasi dan pelaksanaan pengadaan,

pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/perlengkapan
kantor;

h. penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset /barang
milik daerah; dan

1. pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan
penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;

J. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Paragraf2
Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan

Pasa16
(1) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan, mempunyai tugas

mengkoordinasikan pengelolaan data, penyiapan bahan dan



penyusunan dokumen perencanaan dan pelaporan serta
melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat
(1), Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai fungsi:
a. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan

perencanaan strategis dan perencanaan tahunan OPD;
b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi

OPD;
c. pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system

informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
d. pengumpulan bahan dan pengkoordinasian penyusunan

laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan
laporan pertanggungjawaban OPD; sesuai
perundang-undangan yang berlaku;

e. pengkoordinasian penyusunan dan pengumpula
kinerja lingkup dinas;

f. penyiapan bahan monitoring,
pelaksanaan program, kegiata

g. penyusunan laporan
tugas.

empunyai tugas mengkoordinasikan
zzaran dinas, pengadministrasian dan pelaporan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh
ris.

ntuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi :
a. penyiapan bahan dan pengkoordinasian penyusunan rencana

anggaran dan rencana perubahan anggaran
b. pelaksanaan pengelolaan anggaran belanja langsung, belanja

tidak langsung;
c. pengkoordinasian pelaksanaan input data pada system

informasi keuangan daerah;
d. pengkoordinasian penatausahaan keuangan;
e. pelaksanaan verifikasi harian atas pertanggungjawaban

keuangan;
f. pelaksanaan verifikasi kelengkapan administrasi permintaan

pembayaran;
g. penyiapan bahan dan pengkoordinasian rekonsilisasi data

keuangan secara periodik dengan BPKAD;
h. penyiapan bahan monitoring realisasi penerimaan dan

pengeluaran;
1. pengumpulan bahan, mengkoordinasikan dan

menindaklanjuti laporan hasil pemeriksaan;
J. pengkoordinasian dan penyusunan laporan keuangan; dan
k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.



sistem

Bagian Kedua
Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk

Pasal8

(1) Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai tugas
melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan
pendaftaran penduduk serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala
Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud padaayat (1),
bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk mempunyai fungsi
meliputi :
a. Penyusunan rencana kerja bidang pelayanan pendaf an

penduduk;
b. penyiapan bahan dan kajian dalam rangka pe

pelayanan pendaftaran penduduk;
c. pelaksanaan sosialisasi, fasilitasi

supervisi dan konsultasi R

d.

an, uasi dan pelaporan kinerja
n pendaftaran penduduk;

embangan dan pembinaan sumberdaya
gelola pelayanan pendaftaran penduduk; dan

laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

Paragraf 1
Seksi Identitas Penduduk

Pasal9

(1) Seksi Identitas Penduduk mempunyai tugas melaksanakankegiatan
pengadministrasian dan verifikasi identitas kependudukan dan
tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Seksi Identitas Penduduk mempunyai fungsi meliputi :
a. penyiapan bahan penyusunan rencana kerja bidang pelayanan

pendaftaran penduduk;
b. perumusan Kebijakan dan Fasilitasi pelaksanaan pelayanan

penerbitan Kartu Keluarga (KK), Kartu Tanda Penduduk
Elektronik (KTP-el), dan Surat Keterangan Tempat Tinggal
(SKTT);

c. pelaksanaan penerbitan perubahan dalam KKdan KTP-el;
d. pelaksanaan penerbitan Kartu Identitas Anak (KIA);
e. penyiapan bahan, data dan informasi penetapan kebijakan

pengidentifikasian penduduk;



f. penyiapan bahan sosialisasi, fasilitasi, bimbingan teknis,
advokasi, supervisi dan konsultasi hasil verifikasi identitas
penduduk;

g. penyiapan pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan pendaftaran
identitas penduduk;

h. pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kinerja
pendaftaran dan verifikasi identitas penduduk;

1. penyiapan bahan dan keterangan terhadap perbuatan pidana
terkait dengan identitas penduduk sesuai dengan peraturan
perundang- undangan; dan

J. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Paragraf2
Seksi Pindah Datang dan Pendataan Pendudu

PasallO

(1) Seksi Pindah Datang dan Pendataa
a. melaksanakan penerbitan
b. melaksanakan pen
c. melaksanak ug

(2) Untuk m su
mempunyai fungsi

etunjuk teknis penyelenggaraan
n atang penduduk dan penyusunan

nis nyelenggaraan pendataan penduduk;
giden .. asian dan verifikasi kebenaran data pindah datang

pe auk;
pelaksanaan pelayanan prima penerbitan dokumen pindah
datang penduduk, Biodata Penduduk WNI antarKabupatenjKota
dalam 1 (satu) Provinsi dan an tar Provinsi dalam Negara
Kesatuan Republik Indonesia, Surat Keterangan Pindah datang
PendudukjOrang Asing dalam wilayah NKRI, Surat Keterangan
Pindah ke Luar Negeri, Surat keterangan datang Dari Luar
Negeri, dan Pendaftaran Penduduk yang bertransmigrasi;

d. penyiapanperumusan kebijakan dan fasilitasi pelaksanaan
pendataan penduduk rentan Adminduk (pengungsi, kerusuhan
sosial, daerah terbelakang);

e. pengidentifikasian dan verifikasi kebenaran data dan dokumen
kependudukan dalam rangka penerbitan dokumen hasil
pendataan penduduk;

f. pelaksanaan pendataan penduduk secara berkala dan
berkelanjutan;

g. pelaksanaan evaluasi terhadap tata cara pendataan
kependudukan agar lebih berhasil guna dan berdaya guna;

h. penyiapan bahan dan keterangan terhadap perbuatan pidana
terkait dengan penerbitan dokumen pindah datang penduduk
sesuai dengan peraturan perundang-undangan;



1. pelaksanaan tindakan sanksi administrasi terhadap pelanggaran
ketentuan dalam pelaporan data kependudukan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

J. penyiapan bahan dan keterangan terhadap perbuatan pidana
terkait dengan penerbitan dokumen kependudukan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan; dan

k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Bagian Ketiga
Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil

Pasalll

(1) Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil mempunyai tugas melaksa
tugas Dinas di bidang Pelayanan Pencatatan Sipil da
yang diberikan oleh Kepala Dinas;

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana
(1), Bidang Pelayanan Pencatatan Si .
a. data dan . -ha i

s d pada ayat
si meliputi :

penetapan

b.

pencatatan

an pencatatan sipil dalam sistem
udukan;

evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan
an pencatatan sipil;

pembinaan dan pengembangan sumberdaya manusia pengelola
pelayanan pencatatan sipil;

g. pengawasan atas penyelenggaraan pelayanan pencatatan sipil;
h. pelaksanaan evaluasi kinerja pelayanan dan kepuasan

masyarakat secara berkala; dan
1. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

tugas.

Paragraf 1
Seksi Kelahiran dan Kernatian

Pasal12

(1) Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai tugasmelaksanakan
kegiatan administrasi kelahiran, administrasi kematian serta tugas
lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1), Seksi Kelahiran dan Kematian mempunyai fungsi meliputi:
a. penyiapan bahan-bahan untuk penetapan kebijakan pencatatan

kelahiran dan kematian;
b. penyiapan pelaksanaan fasilitasi, sosialisasi, bimbingan teknis,

advokasi, supervisi dan konsultasi pelaksanaan pencatatan
kelahiran dan kematian;



Paragraf2
Seksi Perkawinan, Perceraian, Perubahan Status Anak

dan Pewarganegaraan
Pasal13

c. penyiapan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pencatatan
kelahiran dan kema tian;

d. penatausahaan pencatatan kelahiran dan kematian secara tertib
dan disiplin;

e. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan penerbitan akta
kelahiran dan akta kematian;

f. penyusunan laporan pelayanan penerbitan akta kelahiran dan
akta kematian;

g. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

(1) Seksi Perkawinan, Perceraian,
danPewarganegaraan mempunyai
dokumen perkawinan,
pewarganegaraan
Bidang.

(2) Untuk

atus Anak
"''+LV"'-~<+npenerbitan

s anak dan
oleh Ke

mfasilitasian, sosialisasi, bimbingan teknis,
upervisi dan konsultasi pelaksanaan pencatatan

perceraian, perubahan status anak dan
pewarganegaraan;
penyiapan dan pengkoordinasian penyelenggaraan pencatatan
perkawinan dan perceraian, perubahan status anak dan
pewarganegaraan;
pelaksanaan penatausahaan pencatatan perkawinan,
perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan secara
tertib dan disiplin;

e. pengkoordinasia
n pelaksanaan itsbat nikah;

f. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelayanan penerbitan akta
perkawinan, akta perceraian, Perubahan Status Anak dan
Pewarganegaraan;

g. penyusunan laporan pelayanan penerbitan akta perkawinan,
akta perceraian, perubahan status anak dan pewarganegaraan;
dan

h. penyusunanlaporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tugas.

Bagian Keempat
Bidang Pengelolaan InformasiAdministrasi Kependudukan

Pasal14



pengarahan
erlindungan

(1) Bidang Pengelolaan lnformasi Administrasi Kependudukan (PIAK)
mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan informasi administrasi
kependudukan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1), Bidang PIAKmempunyai fungsi meliputi :
a. penyusunan rencana kerja bidang PIAK;
b. penyiapan bahan penetapan kebijakan PIAK;
c. pelaksanaan sosialisasi, fasilitasi, bimbingan teknis, advokasi,

supervisi dan konsultasi PIAK;
d. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi PIAK;
e. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi perkembangan

kependudukan;
f. pelaksanaan pembinaan dan pengembangan

manusia pengelola informasi administrasi kependudukan;
g. pelaksanaan pengawasan kebijakan pen ali kuantitas

penduduk, pengembangan kualitas end
mobilitas / penataan persebar k
penduduk;dan

. istrasi Kependudukan (SIAK)
ajcuxan penyiapan bahan perencanaan,
teknis, pembinaan dan koordinasi serta

serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala
1 an

k melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
Seksi SIAKmempunyai fungsi meliputi:
a. penyusunan rencana kerja seksi dan penyiapan bahan

penyusunan rencana kerja bidang;
b. penyiapan bahan penetapan kebijakan pengelolaan informasi

administrasi kependudukan;
c. penyiapan bahan pelaksanaan sosialisasi, fasilitasi, bimbingan

teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi pengelolaan SIAK;
d. pelaksanaan koordinasi pengelolaan SIAK;
e. pelaksanaan pembangunan dan pengembangan jarmgan

komunikasi data skala daerah;
f. perumusan kebijakan dan fasilitasi untuk pemanfaatan

tekhnologi informasi dan komunikasi dalam penyelenggaraan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

g. perumusan kebijakan dan fasilitasi penetapan standar
penyelenggaraan SIAK;

h. penyediaan perangkat keras dan perlengkapan lainnya serta
jaringan komunikasi data sampai tingkat Kecamatan atau
Kelurahan sebagai tempat pelayanan dokumen kependudukan;



Data Kependudukan mempunyai

1. penyiapan perangkat keras dan perangkat lainnya serta jaringan
komunikasi data dalam rangka pelayanan penerbitan dokumen
hasil pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di tingkat
Kabupaten, tingkat Kecamatan dan tingkat Kelurahan,
pengelolaan SIAK;

J. pendayagunaan informasi atas indikator kependudukan dan
an alisa dampak kependudukan untuk perencanaan
pembangunan berbasis penduduk;

k. pembangunan Sistem Database Kependudukan Daerah
berkelanjutan dan pengembangan perangkat lunak;

l. penyiapan dan pelaksanaan replikasi data kependudukan
daerah;

m. pelaksanaan pembangunan bank data kependuduka
n. pelaksanaan pembangunan tempat

kependudukan di KecamatanjUPTD;
o. pelaksanaan pengem bangan sum
p. penyusunan laporan per ggu

tugas.

bahan perencanaan, perumusan
ebii an teknis, pembinaan, koordinasi dan pelaksanaan
engolahan dan penyajian data kependudukan; dan

melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat
(1), Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan
mempunyai fungsi meliputi :
a. penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi dalam rangka

membangun dan mengembangkan sistem pengolahan data dan
informasi administrasi kependudukan dan penyimpanan data
cadangan ke dalam server cadangan atau media penyimpan data
lainnya;

b. penyiapan bahan penyusunan laporan informasi administrasi
kependudukan dan penetapan kebijakan perkembangan
kependudukan;

c. perumusan pedoman dan pembinaan sistem penyajian data dan
informasi kependudukan dalam rangka penyusunan profil
kependudukan;

d. penyediaandata dan informasi administrasi kependudukan
secara akurat, lengkap dan mutakhir sebagai acuan bagi
perumusan kebijakan pembangunan berbasis kependudukan;

e. penetapan indikator kependudukan, proyeksi penduduk dan
analisa dampak kependudukan;



f. pelaksanaan koordinasi dan sosialisasi hasil penyusunan
indikator, proyeksi dan analisa dampak kependudukan serta
kebijakan kependudukan kepada khalayak sasaran;

g. pelaksanaan pengolahan data hasil pelayanan pencatatan
kelahiran dan kematian sebagai salah satu ranah dalarn
implementasi SIAK;

h. pelaksanaan pengolahan data kependudukan hasil pelayanan
penerbitan dokumen kependudukan sebagai salah satu ranah
dari implementasi SIAK;

1. pelaksanaan pengolahan data hasil pelayanan pencatatan
perkawinan, perceraian, Perubahan Status Anak dan
Pewarganegaraan sebagai salah satu ranah dalam irnplernentasi
SIAK;

J. penghimpunan dan rnerekapitulasi laporan
pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

k. penyiapan bahan mapping/ pemetaan dan
perkembangannya;

1. pelaksanaan perekarnan
penduduk dan
penduduk mengguaai

rn. pe
n.

pendaftaran
akiran data

bank

. adi penduduk dalam proses
end k serta pencatatan sipil;
nan bank data kependudukan daerah;

aan mdungan data pribadi penduduk dalarn proses
endaftaran penduduk serta pencatatan sipil; dan

laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan

Bagian Kelima
Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan

Pasal17

(1) Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan mempunyai tugas:
a. melaksanakan perurnusan kebijakan teknis dan pelaksanaan

kebijakan di bidang kerja sarna dan inovasi pelayanan
administrasi kependudukan ;

b. melaksanakan pernanfaatan data dan dokumen kependudukan;
dan

c. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(1), Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan rnempunyai
fungsi meliputi :
a. penyusunan rencana kerja pernanfaatan data dan dokumen

kependudukan, kerja sarna dan inovasi pelayanan adrninistrasi
kependudukan;

b. perumusankebijakan teknis pernanfaatan data dan dokurnen
kependudukan, kerja sarna dan inovasi pelayanan adrninistrasi
kependudukan;



c. pelaksanaan pembinaan dan koordinasi pelaksanaan
pemanfaatan data dan dokumen kependudukan, kerja sarna dan
inovasi pelayanan administrasi kependudukan;

d. pelaksanaanpemanfaatan data dan dokumen kependudukan;
e. pelaksanaan pengumpulan segala bentuk dan jenis

berkasj dokumen serta pengarsipan dan pemeliharaan
berkas j dokumen hasil pelayanan pencatatan kelahiran dan
kematian;

f. pelaksanaan pengumpulan segala bentuk
berkasj dokumen serta pengarsipan
pemeliharaanberkasj dokumen hasil pelayanan
perkawinan, perceraian, perubahan status
pewarganegaraan;

g. pelaksanaan kerja sarna dan inovasi pelayanan
kependudukan;

h. pengelolaan pemanfaatan data administrasi
1. pengendalian dan evaluasi pelaksan pem

dokumen kependudukan, kerj
administrasi kependuduk

J. penyusunan lapor pe
tugas.

dan jerns
dan

pencatatan
anak dan

i pelayanan

am an Inovasi Pelayanan mempunyai tugas
....xurcan yiapan bahan perencanaan, perumusankebijakan

eknis mbinaan dan koordinasi serta pelaksanaan kerja sarna
mistrasi kependudukan dan inovasi pelayanan administrasi

kependudukan serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
(2) Untuk rnelaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada ayat

(1), Seksi Kerja Sarna dan Inovasi Pelayanan mempunyai fungsi
meliputi:
a. penyiapan dan pengelolaan bahan perurnusan kebijakan teknis

dalam rangka kerja sarna dengan instansi terkait;
b. penyiapan bahan dalarn rangka pelaksanaan kerja sarna

adrninistrasi kependudukan dengan pihak luar;
c. penyiapan bahan kajian untuk merumuskan bentuk-bentuk dan

model pengembangan pelayanan administrasi kependudukan
melalui pemanfaatan tekhnologi informasi;

d. penyiapan bahan untuk pelaksanaan sosialisasi, fasilitasi,
bimbingan teknis, advokasi, supervisi dan konsultasi
pengelolaan sistem informasi administrasi kependudukan;

e. penyiapan bah an pernbuatan brosur, selebaran dan alat peraga
dalarn rangka sosialisasi dan penyebarluasan informasi
administrasi kepend udukan;

f. penyelenggaraan pelayanan penyuluhan j sosialisasi
penyelenggaraan administrasi kependudukan;

g. pelaksanaan kerjasama dalam rangka pengembangan SIAK;



h. pelaksanaan koordinasi dan pernbinaan hubungan kernitraan
dengan lernbaga terkait dan dalam rangka pengernbangan
program inovasi pelayanan adrninistrasi kependudukan;

1. pelaksanaan dan pernbuatan naskah kerja sarna pelayanan
adrninistrasi kependudukan;

J. pelaksanaan percepatan peningkatan kualitas pelayanan
adrninistrasi kependudukan; dan

k. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan
tuga.

(1) Seksi Pernanfaatan Data dan Dokurnen Kependuduka
tugas rnelakukan penyiapan bahan perenc
kebijakan teknis, pernbinaan, koordi
pernanfatan data dan dokurnen kep ud
diberikan oleh Kepala Bidan .

(2) Untuk rnelaksanakan t

perurnusan
pelaksanaan
as lain yang

Paragraf2
Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan
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ahan perurnusan
a pernanfaatan data dan

BABIV
UPTD

Pasa120

(1) UPTD rnerupakan unsur pelaksana teknis operasional.
(2) UPTD dipirnpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan

bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
(3) UPTDdibantu oleh Sub Bagian Tata Usaha.



(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga dalam
jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok
sesuai dengan bidang keahliannya.

(2) Setiap kelompok dipimpin oleh seorang tenaga
yang diangkat oleh Bupati.

(3) Jenis jenjang dan jumlah jabatan fungsion oleh
Bupati berdasarkan kebutuhan dan beb
perundang- undangan.

(4) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh Kepala Sub Bagian Tata
Usaha yang berada dan bertanggungjawab kepada Kepala UPTD.

(5) Jumlah, nomenklatur, Susunan Organisasi dan uraian tugas dan
fungsi UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Peraturan Bupati.

BABV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL
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ungi , Kepala Dinas, Sekretaris,
a . n, Kepala Seksi dan Kelompok

wajib enerapkan prinsip koordinasi, integrasi
is si, bai dalam lingkungan masing-masing maupun

....,.~'----"'~tuanganisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta
am diluar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan. . .smya masmg-masmg.

Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan
sinkronisasi, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar
satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi
lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya
rnasing -masing.

(3) Setiap pemimpin satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya
masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil
langkah - langkah yang diperlukan.

(4) Setiap pemimpin satuan organisasi bertanggungjawab memimpin
dan mengkoordinasi bawahan masing-masing dan memberikan
bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

(5) Setiap pemimpin sebuah organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk dan bertanggungjawab pada atasannya masing-masing
serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

(6) Setiap laporan yang diterima oleh pimp inan satuan organisasi dan
bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk
penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan lebih
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.

(7) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan,
tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan
organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.



(1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan
diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai Negeri
syarat atas usul Sekretaris Daerah
perundang-undangan yang berla

(2) Sekretaris, Kepala Bidan ,
diangkat dan diber ika
yang memenu
Daerah

peraturan
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Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VII
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN

DALAM JABATAN
Pasa124

Di Kependudukan dan Pencatatan Sipil merupakan
Eselon II b atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.

ekretaris merupakan Jabatan Eselon III a atau Jabatan
Administrator.

(3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Eselon III b atau Jabatan
Administrator.

(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Kepala UPTD merupakan
Jabatan Eselon IVa atau Jabatan Pengawas.

(5) Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD merupakan Jabatan Eselon
IV b atau Jabatan Pengawas.

BABIX
KETENTUAN PENUTUP
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Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Jember Nomor 45 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan
Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kependudukan
dan Pencatatan Sipil Kabupaten Jember (Berita Daerah Kabupaten
Jember Tahun 2016 Nomor 45), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Ditetapkan di Jember
pada tanggal 2> M.ace:t-
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Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Jember.

Diundangkan di Je
pada tanggal

tama Muda
P. 19630215 199202 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN JEMBER TAHUN 2021 NOMOR 2
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